PENERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT .ITI LANONGAN )
SEKRETARLS WILAYAH/DAERAH
Jalen Jenderazl Basuki Rachmad Ncmor 2 Telpon 121
LAMNONGATN
Temengen, 13 lei 1989,
Temnr : 181.4/ 540 /410,011/89 Kepada
3ifet : Segera Yth. 1. Sdr, Kenals Dinag/Ing-

Lompiran ¢ 1 ( satu ) Exempler tanal fomponen Pe

Perihal : Instruksi bersama lMenteri merintah Kab,Dati®

Dalam Wegeri dan Jakseo
Agung RI Mo 11 Th 1969 II Lemongan.
dan No, INS 007/J.A/3/1989 2. Sdr. Petbantu Bupati
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se- Kab, Lamongan
3. Sdr. Camat Se Kab. Ta-

mengan.,

Bersame ini disampailkan dengen hormat Murunan Instruksi
bersama lenteri Dalam Negori dan Jaksa Agung Republilk Indonesin
fic. 11 Tahun 1989 dan No, INS.007/J.4/3/1989 tentang pelak~
Sanazn Pemanggilen, Pemeriksazn, Penangkspan/Penzhenan Pejabat
/Pegawai Pemerintoh Wilayah/Daerah dalam Jajoran Departemen da-
lom Negeri Republilk Indonesia untuk diketahul dan dipergunskan
Sebagaimaona mestinva, *

Demilkian untuk menjedi malluw,

An. BUPATI KBEPALA DAERAE MINGKAT IT

LA ONG AN

Sekretaris Wilayah/Daerah
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2, 8dr. Kepala Pengadilmn Negerdi
Lamonsia
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TURUNAN

INTRUKSI BERSANA
I"BNTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN

JAKShK AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ¢ 11 TAHUN 1989

NOEOR : INS=007/J.A/3/1989

TENTANG
PETLAKSANAAN PEIANGGILAN, PENERIKSAAN, PEN MIGEAPAN DA~
TAN JAJARAN DEPARTEMEN DATAN NECERI REPUSBLIK IWDONESIA

NENTERT DATAM NEGERI REPUBLIK IDDONESTA,
DAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESTIA,

lenimbang s+ a. Bahwa demi terciptanya kerja sata dan aparatur yang lebih efi
sen, efektif, bersih dan berwibawa gerta mampu melaksanaken -
geluruh tuges umum Pemerintahan dan Pembangunan dengan sebail-
baiknya, maka perlu adanya kerje sawa secara terpadu antara
Departemen Dalam Negeri Republik Indcnesia denzan Ko jaksaan-
Agung Republik Indonesia dibidang pelaksanaan pemanggilan, DE
meriksaan, penangkapan/penahanan pejabat/Pegawal P emerintah.
Wilayah Daerah dalam jajeran Departemen Dalam Negeri Republilk

Indenesie $

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dikeluarkan Intruksi

B ersama antara lenteri Dalam Negeri Republik Tndonesia.

Tengingat : 1, Ketetapan MPR NO.II/VMPR/1988 tentang Garisegaris Besar Haluan
Negarea ;

2, Undang=undang NO 15 Tahun 1961 tentang ketentuan - ketentuan
Pokok Kejaksanr Republik Indonesia ( Iembaran Negara Tahun -
1961 No, 254, Tambahen Lembaran Negara No, 2298 ) 3

3. Undang-undang No. 9 Tahun 1968 tentang Porbendanataan Indones

gia ( Iembaran Negara Tahun 1968 No, 53, Tambzhan Terbaran Ng

gara lcmor 2860 ) ;

4. Undange-undang Nowor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pererin<
tahan di Daerah ( Tembaran Negara Tahun 1974 Nemor 38 Tambah-

en ILembaran Negara Nomor 3037 ) ;
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Memperhatikan : 1.
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Undang~undang Nemor 5 Tahun 1974 tentang kok-pckok Kepega-

waian ( Iembaran Negara Tehun 1974 Nomor 55, Tavbahan Iembar

an lNegara Nomor 3041 )

Undang=undang Ncmor B Tahun 1979 tentanz Pomerintahen Dosa
( Lembaran Negaera Tahun 1979 Nemor 56, Tambohan Ierbaran Ne

garas livuor 3153 ) ’

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentzng Hukum Acars Pidana
( Iewboren Negara Tahun 1981 Nomer 76, Tam

/e

Percturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Perberhenti

ahan Ierbaran Ne-

-'r_"'. = ‘\:‘1 ”‘JT‘TOI' 3 209

an Pegawai Negzeri Sipil ( Ierbarcn Negerd Toehun 1979 Ncmor-
47, Tembohen Lembaran Negara Nomor 3149 ) ;
Peraturan Pewerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang  Peraturan

Digiplin Pegawai Negeri Sipil ( Iembaran Negara Tshun 1980 -
Nomor 50, Tambahan Iembaran Negara 3176 ) ; »

Peraturan Pemerinteh Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi -
Kegiotan Instansi Vertikal di Daerah ( Tembaran Negara Tahun

1988 Nomor 10, Tambahen Iembaran Negara Nomor 3373 ) ;

Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelake

Sanaon Pengawasan

Peraturan Venteri Dalam Neperi Neomor 11 Tahun 1978

Peloksonacn Tuntunan Perbsndaharasn

tentang
dan Tuntutan Ganti Rugdi-
Keuangen dan Materiil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nowor 5 Tahun 1984 tentang Ta
tacora Pemberian Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertang

gung Jawaban Kepale Desa ;

Instruksi Jaksa Agung Hepublik Indonesia Nomor 3/Djak/ 1961/

4/SE tentang Penangkapan Pejabat-pejabat Pererintah s

Surat Edaran Jalksa Agung Republik Indonesia Nomor.SE/016/JA/

10/1982 tentang Pemanggilan Salsi,
NENGINSTRUKSTIEKAN

Para Gubernur Kepala Daersh Tingkat I.

L

Para Kepala Kejoksaan Tinggi,

Untuk :
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Untuk

PERTAITA : Meningkatkan kerjo sama secara terpadn guna mendapatkan keserageam
an gerak, lenglkah dan bahasa dalam rangka peleoksanaen dangPenga =
monon pembengunon Nosicnal melalul langkeh-langkah yeng bersifat-

pembinaan, pencegahan ( preventif ) dan penindakan (represif) sew=

suai dengon Perpturan Perundang-undansaen yang verlaku,

KEDUA Untuk menghindari terjedinya datpsk yens berpengaruh terhadsp cie-

tre pejebat Wilayah/Daerah yeng dapat nenggengpu kelancaran pelak
sancen kerja saman terpedu sebogaimana dimaksud pada diktum PERTANA

supaye memlperhatikan tata kerja sebagel berikut :

1, Apabila terdapet indikesi kuat teloh terjadi penyelewengan, pe
-nyimpangun atau penyalegunaen yong di;akukan cleh Pejabal/Pega
wal/Kepela Desa dan perangkatnya dalun jajaran Departemen Da -
lam Negeri yang diduga sebagzi tindek pidana khusus seperti Ko
rupsi, Penyelundupan dan Subversi, mala Kejeksaan depat memang
gil, menongkap, menahan dan melolkulian pemeriksasn terhadap Peo-
Jjabet/Pegovinl Pemerintah Wiloyeh/Daecrah/Kepala Desa tersobut -
setelah terlebih dashulu memberi tazhulian kepada pejabat yang bex -
weneng ( Bupati/Walikotomadya Kepala Daerah Tingkat IT atou~
Gubernur Kepala Daersh Tinglkat I atau Menteri Dalam Negerl Re=-
publilk Indoncsin).

Pejabat yang borweneng memberilan bantuan kepada pihak Kejaksa

an untuk kelancaran pemangzilson dan pemeriksasn tersebut.
2o -Apcbila dalsm pemeriksasn terdepst cukup bukti serta memenuhi

unsur unsur tindak pidone khusug moks perkaranya nken dilimpah
kon kepade Pengadilan Negeri enzall pemberitahusn terlebih da.
hulu kepada Pejebat yong berwensaihg.

3. Apablla Kejoksagn berpendanct kasus tersebut tideok cukup zlpsan
untuk dituntut ke Pengaedilan dan hanya merup

aedministratif make Kejoksaan seteloh ltunsultasi kepad- painbat
te P jalskats] aJala

akan pelangmanon -
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yang berwenang, kasus terscebut dihentilan penyidikannva @
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anjutnya diselesaikan oleh pejabat yang berwenang atau yang
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ditunjuk sesuani dengan peraturan perundang ~ undangen vans ber
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laku,

4. Apabils .,



&e Apabila tidak terdapat cukup ezlasan
e D

Pengedilan/pelangsaran administragi

et e i, R

SaPfa sekali untuk dituntut ke

agar nama pejabat/Pegawai vane

bersanglkutan direhabilitir,

KETIGA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESTA

D -MEh

SUKKART O ITARNOSUDJONO, SH

Yang menurun sesuai dengan
bunyi aslinya

Staf Bag. Petierintahan
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 MOCHANAD NASTA'TN
NIP,510089590

Intruksi Bersama ini berlalu gojal t

vanssal ditetapkan.,

Ditetapkan di  Jakarta

Pada tanggal 18 Varet 1989,

HENTERT DALAM NEGERI REPUBLIK INDONTS

Cap ),

RUDIUNTI



